





1.1 Latar Belakang Masalah 
Hukum adalah aturan yang dibuat untuk menciptakan masyarakat yang 
makmur, tertib, aman, dan para pelanggar hukum akan dikenakan 
sanksi.Hukum bagi sebuah negara seperti alat untuk mendamaikan, 
menertibkan, dan menata kehidupan suatu negara demi tercapai keadilan juga 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum sendiri berisi perintah dan 
larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Keberadaan hukum dalam 
suatu negara bertujuan untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap 
warga negaranya. Tujuan dari hukum adalah memastikan hak-hak istimewa 
setiap warga negaranya, termasuk keamanan dan kenyamanan mereka dari 
segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan kehidupan.Oleh 
karena itu di dalam hukum mengenal adanya istilah ubi societas ibi ius yang 
artinya dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum. Hal ini dikarenakan 
hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam 
bermasyarakat. Hubungan individu dalam bermasyarakat merupakan suatu 
kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah 
makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan hidup 
bermasyarakat (zoon politicon).1Pasal 28 A Undang- Undang Dasar 1945 
berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 
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hidup dan kehidupannya”2, maka dari itu keberadaan hukum sangat penting di 
masyarakat. Segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga negaranya. 
Sebagai negara hukum, tentu saja perlu adanya perlindungan dan 
penegakan hukum yang harus ditegakkan oleh siapapun, terutama bagi 
masyarakat yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan 
danketidakadilan.Penegakan hukum merupakan salah satu upayayang bertujuan 
untukmewujudkan atau menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan dalam 
masyarakat.Untuk tercapainya ketertiban diperlukan pergaulan yang baik antar 
individu dalam masyarakat.Hukum sebagai suatu norma menjadi sebuah 
pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan 
ketertiban dan ketentraman. Dengan ini, tujuan hukum salah satunya ialah 
untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan. 
 Hukum juga mempunyai fungsi yakni sebagai alat pengendalian sosial 
untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap menyimpang terhadap 
aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika 
terjadi penyimpangan. Yang kedua hukum sebagai alat pengendalian sosial 
untuk mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-
ajaran hukum dan untuk melakukan studi tentang bagaimana membuat 
peraturan – peraturan hukum menjadi efektif.Selain itu hukum berfungsi 
sebagai pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannnya 
perbuatan tertentu.Hukum sebagai penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana 
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privat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi hukum yaitu 
memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, 
mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. 
 Kesadaran hukum pada semua warga negara harus selalu ditingkatkan 
demi tercapainya ketertiban dan keadilan dalam sebuah negara. Kesadaran 
hukum ini dapat diartikan yakni kesadaran yang ada pada setiap individu di 
masyarakat tentang apayang disebut dengan hukum, ataupun apa seharusnya 
hukum itu, tentang apa yang kita lakukan dan yang kita tidak lakukan. 
Pentingnya kesadaran hukum ini bisa dilakukan dengan adanya penyuluhan 
hukum yang terpadu dari pemerintah, sehingga setiap warga negara 
akanmenjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku sebagai wujud ketaatan 
hukum di negaranya. Arti penting dari keamanan dan penegakan hukum yakni 
untuk mawujudkan masyarakat  yang adil, damai, sejahtera tanpa pelanggaran 
HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam penegakan hukum ada tiga (3) 
hal yang harus diperhatikan ialah kepastian hukum, kemanfaatan dan 
keadilan.Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan 
hukum dengan sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak 
terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di 
langgar itu supaya ditegakkan kembali. 
Hukum memiliki beragam definisi yang disebutkan oleh para ahli 
hukum, salah satu ahli hukum tersebut adalah Grotius yang menyebutkan 





keadilan”.3Ahli hukum berikutnya yakni Achmad Ali menyebutkan jika 
“hukum adalah seperangkat asas – asas hukum, norma – norma hukum, yang 
mengatur dan menentukan mana tindakan yang dilarang dan mana yang boleh 
dilakukan, dan apabila hal ini dilanggar maka ada sanksi yang bersifat 
eksternal”.4Maka dari itu hukum mempunyai sifat memaksa dan mengatur. 
Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa bidang.Ada hukum 
tertulis dan hukum tidak tertulis, lalu hukum perdata dan hukum pidana.Hukum 
perdata adalah ketentuan yang mengatur hak – hak dan kepentingan antar 
individu-individu dalam masyarakat.5 Menurut Prof. Dr. Sudikno 
Mertokusumo, S.H., Hukum Perdata adalah Hukum antar perseorangan yang 
mengatur hak dan kewajiban perorangan satu terhadap yang lain di dalam 
hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat.6Dalam hukum 
perdata ini dibahas mengenai hukum tentang orang, hukum tentang keluarga, 
hukum benda, hukum perikatan, hukum perkawinan dan hukum waris, yang 
masing – masing mempunyai definisi yang berbeda. 
Selain hukum perdata, adapula hukum pidana.Hukum Pidana bukanlah 
suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan mengatur 
tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma hukum 
yang mengenai kepentingan umum.7Hukum Pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 
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beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan pada para pelanggar 
hukum.8Seseorang dikatakan melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang 
dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang 
Hukum Pidana ( KUHP ).9Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari 
hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-manakah yang 
dilarang juga disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut.10Hukum pidana dengan sanksi yang keras 
dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum 
lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering dikatakan 
bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium.Ultimum remedium 
merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan 
sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan 
hukum.Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai 
alat terakhir.11Aturan itu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap 
kepentingan umum.Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan 
ancaman pidana bahkan penderitaan bagi individu yang melanggar aturan 
tersebut.Menurut teori hukum pidana, berlakunya hukum pidana adalah jika 
seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana.Sebuah perbuatan dapat 
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dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku asas legalitas 
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 
(1) KUHP yang berbunyi : ”Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas 
perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang 
telah ada terlebih dahulu.”12 
Di dalam kehidupan bermasyarakat, tak dapat dipungkiri bahwa 
kejahatan itu dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dialami oleh siapa 
saja.Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak 
kejahatan.Kejahatan merupakan suatu perilaku menyimpang dari masyarakat 
yang merugikan individu lainnya dan menimbulkan ketegangan disekitar 
masyarakat tersebut.Maka dari itu, kejahatan harus ditentang dengan keras dan 
tegas,dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tindakan 
kejahatan yang dilakukan.Menurut Bonger 13kejahatan merupakan perbuatan 
anti sosial yang secara sengaja mendapat respon dari negara dengan 
memberikan kesengsaraan dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan – 
rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.Dalam pengertian 
yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh 
negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu 
sanksi.14 
Sangat disadari bahwa hukum pidana yang sekarang ini berlaku di 
Indonesia sudah tidak dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi 
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masyarakat yang berkembang sangat dinamis, serta tidak sesuai dengan nilai-
nilai masyarakat Indonesia.Perubahan hukum pidana dalam konteks kebutuhan 
yang sangat mendesak untuk mempertahankan sistem hukum pidana dalam 
negeri. Pada prinsipnya, hukum pidana didasarkan padasubstansi pokok yaitu: 
(1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, dan (3) pidana dan 
pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terus berkembang seiring dengan upaya 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannyaguna meningkatkan 
kesejahteraannya.Tingkat kriminalisasi di masyarakat juga meningkat karena 
kebutuhan masyarakat yang meningkat dan kemiskinan terus berlanjut cukup 
besar.Hal ini terkait dengan pembaruan KUHPyangmenjatuhkan sanksi 
pidana,yang kemudian menjadi pengingat bagi setiap individu untuk berfikir 
dua kali sebelum melakukan suatu tindak pidana. Andaikata seseorang 
melakukan perbuatan tindak pidana, maka terdapat risiko sanksi pidana sebagai 
suatu pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.Jenis-jenis sanksi pidana 
telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP,15 dimana pidana terdiri atas 
pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri dari pidana mati, 
pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan 
pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 
Pidana pokok yang pertama ialah pidana mati atau dikenal dengan 
hukuman mati yang juga diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, hukuman mati 
ini dilakukan  dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud di 
dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara 
                                                             





Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di lingkungan 
Peradilan Umum dan Pengadilan Militeryangberisi : "Dengan tidak 
mengurangi ketentuan – ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang 
penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang 
dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan 
militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menuruti ketentuan-ketentuan 
dalam pasal-pasal berikut.”16 
Pidana pokok yang kedua ialah pidana penjara,  yang merupakan jenis 
pidana pokok paling banyak diancamkan terhadap pelaku tindak pidana.  
Pidana penjara disebutkan dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi : 
“1. Pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. 
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling 
lama lima belas tahun berturut-turut. Di Indonesia pidana penjara selama 
waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. 
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh 
tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh 
memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 
selama waktu tertentu, atau antarapidana penjara seumur hidupdan pidana 
penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas 
tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, 
pengulangan atau karena ditentukan pasal 52 KUHP. 
4.Pidana penjara selama waktu tertentu sekali – kali tidak boleh melebihi 
dua puluh tahun.”17 
  Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa ancaman pidana penjara 
yang sangat dominan terjadi dalam KUHP Indonesia, bahkan hingga saat 
ini.Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia 
tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan 
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pidana dengan definite sentence.18 Alasan pidana penjara hingga saat ini 
masih menjadi pidana pokok yg jumlahnya paling banyak diancamkan 
terhadap pelaku tindak pidana, karena pidana penjara masih dianggap oleh 
negara sebagai sanksi pidana yang paling ampuh untuk memberikan efek 
jera para pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi 
perbuatannya lagi. 
Selanjutnya, yang ada dalam jenis pidana pokok ialah pidana 
kurungan yang diatur di dalam Pasal 18 KUHP yang berisi : 
"(1)Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.  
(2)Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan 
atau karena ketentuan pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah 
menjadi satu tahun empat bulan. 
(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan"19 
      Pidana kurungan setara dengan pidana penjara, yakni dalam hal 
menjalankan hukumannya ditempatkan didalam sebuah Lembaga 
Pemasyarakatan biasa disebut dengan Lapas.Letak perbedaan antara 
pidana penjara dengan pidana kurungan ialah, Pidana kurungan harus 
dijalani dalam daerah dimana pelaku kejahatan tinggal,sedangkan pidana 
penjara tidak, pidana penjara pekerjaannya lebih berat daripada pidana 
kurungan. Seseorang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri 
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boleh sekedar meringankan nasibnya  atau memperbaiki keadaannya di 
dalam sel isolasi menurut peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan,20 sedangkan terpidana penjara tidak mempunyai hak itu. 
Biasanya pidana kurungan itu diancamkan hanya untuk pelanggaran yang 
terdapat didalam Buku ke -III KUHP  dan sebagai pengganti denda. 
Pidana denda KUHP jika diterapkan saat ini tentu sudah tidak 
relevan lagi, karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah mengikuti 
perkembangan zaman saat ini. Pidana denda diatur dalam Pasal 30 
KUHP.Contoh pidana denda yang sudah tidak relevan lagi seperti Pasal 
362 KUHP tentang Pencurian menyebutkan jika pidana dendanya hanya 
paling banyak sembilan ratus rupiah.Hal ini tentunya sudah tidak 
relevanlagi, oleh karena itu dalam perkembangannya Mahkamah Agung 
mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penerapan sanksi berupa 
denda terhadap terdakwa dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. 
  Pidana denda itu sendiri jikalau tidak dibayar, ia diganti dengan 
pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan 
paling lama enam bulan.Dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan 
karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 
KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.Dan 
                                                             





perlu diketahui juga Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh 
lebih dari delapan bulan.21 
 Jenis pidana pokok yang terakhir adalahPidana Tutupan yang secara 
tertulis jika ditelaah didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) tidak ditemukan pasal khusus yang mengatur mengenai hal 
tersebut seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana 
penjara, pidana denda, dan pidana kurungan. Pidana tutupan  merupakan 
suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang  Republik 
Indonesia  Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana 
tutupan ini dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang 
sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan atas 
dasar bahwa kejahatan itu dilakukan oleh pelaku,didorong oleh suatu tujuan 
yang patut dihargai.Pidana tutupan sebagai salah satu pidana perampasan 
kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda. 
R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal  
menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, yang dalam beberapa hal 
diwajibkan oleh undang-undang, dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah 
satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk 
menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.Pada 
prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara sendiri-
sendiri tanpa adanya pidana pokok, karena hanya merupakan tambahan dari 
                                                             





pidana pokok.Namun, dalam beberapa kasus ada pengecualian untuk 
prinsip ini. 
Dalam KUHP, pengecualian terdapat dalam Pasal 39 ayat (3) jo. Pasal 
45 KUHP, Pasal 46 KUHP, serta Pasal 40 KUHP. Pasal tersebut pada 
dasarnya mengatur apakahterdakwa dinyatakan bersalah, tetapi karena ia 
tidak dapat dipidana karena alasan bawah umur atau tidak waras, maka 
terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang 
dilakukan dapat disita oleh Negara. Dari semua jenis hukuman pidana 
tersebut, dapat disimpulkan jika hukum pidana mempunyai tujuan 
tertentu.Salah satu tujuan hukum pidana yaitu mendidik dan memperbaiki 
orang – orang yang suka melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang 
baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.22 
Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional 
mengamanatkan asas setiap warga Negara sama kedudukannya dalam 
hukum dan pemerintahan.Akan tetapi hal ini tidak terbukti, karena tidak 
adanya keseimbangan perlindungan hukum antara perlindungan korban 
kejahatan dengan pelaku kejahatan karena masih sedikitnya hak – hak 
korban kejahatan yang diatur pada perundang-undangan nasional.Segala 
aktivitas masyarakat di kehidupan sosial, ekonomi dan politik dapat 
menjadi sebab terjadinya kejahatan.Kejahatan selalu hidup berdampingan 
di lingkungan sekitar masyarakat, sehingga perlu upaya untuk 
menanganinya.Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat 
menekan tingginya angka kejahatan di Indonesia.Oleh karenanya sebagai 
                                                             





masyarakat kita harus selalu waspada akan terjadinya tindakan kejahatan. 
Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam 
bentuk dan jenis.Contoh dari bentuk kejahatan adalah pencurian, 
perampokan, penganiayaan, penghinaan, pengancaman dan pembunuhan.Di 
Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), yang salah satu bentuknya adalah 
pembunuhan.Pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja.  
Setiap tindak pidana menitik beratkan pada pelaku kejahatan atau 
pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan.Dalam 
KUHP pembunuhan masuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa 
yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal 
yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.Dalam KUHP 
tersebut jenis – jenis pembunuhan dibagi menjadi beberapa bagian dengan 
definisi yang berbeda-beda.Pembunuhan berencana salah satu bentuk dari 
kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik 
pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri,sama dengan 
pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat 
dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik 
pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsuryakni 
“dengan rencana lebih dahulu”.Hal ini berbeda dengan pembunuhandengan 





dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.23 Dapat 
disimpulkan, bahwa pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang 
dilakukan dengan sengaja ingin mengakhiri hidup orang lain dan dapat 
dihukum mati, atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh 
tahun penjara. Menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah 
pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dengan pemikiran tenang. 
Untuk itu, jika pelaku berpikirsejenak sebelum atau pada saatakan 
melakukan kejahatan, maka diaakan menyadari apa yang 
dilakukannya.24Terjadinya tindak pidana pembunuhan yang kerap terjadi 
ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat, mereka tentu membayangkan 
tentang akibat tindak pidana tersebut apabila terjadi kepada anggota 
keluarga mereka.Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan 
hukuman pidana yang seadil-adilnya. 
Namun pada kenyataannya masih banyak kasus yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang 
berdampak pada tindakan kepolisian menahan tersangka, serta dakwaan 
jaksa yang menuntut dengan Pasal tindak pidana dan juga sistem beracara 
di pengadilan. Diantara kasusnya adalah Putusan Nomor 51/Pid.B/ 
2019/PN.Tbh dengan terpidana Yopi Dede Reza dalam perkara yang 
didakwakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.Pengadilan 
Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 April 2019, 
Menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
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bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta 
menjatuhkan pidana 17 (tujuh belas) tahun penjara. 
Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta 
menganalisa tindak pidana pembunuhan berencana dalam suatu karya 
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 
Pelaku Pembunuhan Berencana ( Studi Kasus Putusan Nomor 
51/Pid.B/2019/PN.Tbh )” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah 
dalam penelitian ini yaitu : 
1.2.1 Unsur apasajakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana 
pembunuhan berencana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 
51/Pid.B/2019/PN.Tbh? 
1.2.2 Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 
51/Pid.B/2019/PN.Tbh tentang tindak pidana pembunuhan berencana ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Akademis 
Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan 
berencana, mengetahui lebih dalam tentang kasus pembunuhan 
berencana, mengetahui pengertian, jenis-jenis pembunuhan serta unsur 
– unsur dari pembunuhan berencana. 





1. Untuk mengetahui unsur apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak 
pidana pembunuhan berencana dalam Studi Kasus 
Putusan51/Pid.B/2019/PN.Tbh. 
2. Untuk mengetahui kebijakan pertimbangan Hakim terhadap Putusan 
Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
1. Dapat menjadi informasi atau referensi untuk penelitian lanjutan 
terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pembunuhan berencana. 
2. Dapat menjadi sebuah pemikiran dalam penerapan sanksi pidana 
terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya pengacara, jaksa 
dan hakim dalam mencari solusi terkait kasus pembunuhan berencana. 
 
 
1.5 Metode penelitian  
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1.5.1    Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum  Normatif 





hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.25 Penelitian 
ini dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji 
penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta 
prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan 
dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. 
1.5.2 Metode Pendekatan 
 Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk 
memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang hendak 
dicari jawabannya.Dalam melakukan penelitian hukum terdapat 
berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, 
pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang 
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 
pendekatan kasus (case approach). 
1. Pendekatan undang-undang (Statute Approach) dilaksanakan dgn 
meninjau semua peraturan perundang-undanganyang terkait dengan isu 
hukum yang sedang di tangani.  Pendekatan undang-undang digunakan 
untuk mempelajari ada atau tidakkah konsistensi dan kesesuaian antara 
suatu undang-undang dengan undang - undang yang lain atau antara 
undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan 
undang-undang.26 
2. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) yakni berasal dari 
pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 
Dengan mempelajari perspektif dan doktrin hukum,penelitidapat 
menemukan ide-ide yang berhubungan dengan masalah langsung dan 
menghasilkankonsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu 
yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut 
menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan argumentasi hukum guna 
menyelesaikanpermasalahan yang ada.27 
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3. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam mengatur 
pemeriksaan yang sah dimana para peneliti berusaha untuk membangun 
argumentasi dari sudut pandang kasus – kasus substansial yang terjadi 
di lapangan, tentunya kasus tersebut secara tegas diidentikkan dengan 
kasus – kasus hukum atau kejadian – kejadian hukum yang terjadi di 
lapangan.Oleh karena itu biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk 
menemukan nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap 
peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan standar keadilan. 
Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang 
diidentifikasikan dengan isu hukum yang dihadapi.Kasus-kasus yang 
ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan 
dengan kekuatan hukum tetap.Untuk masing – masing putusan tersebut, 
penting bagi hakim untuk menimbang kemungkinan adanya putusan 
yang dapat dijadikan argumentasi untuk memperjelas persoalan hukum 
yang timbul. 
1.5.3 Sumber bahan hukum 
 Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu 
karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. 
Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian 
hukum terarah pada bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan 
hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi: 
a. Bahan Hukum Primer 
Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 
otoritas.Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan 
perundang-undangan,catatan resmi, risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan hakim.28  Adapun yang termasuk 
sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam 
mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:  
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 
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2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) 
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana  (Tambahan Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 
1981) 
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan 
Jumlah Denda dalam KUHP 
6. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  
7. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 
8. Putusan Pengadilan Nomor: 51/Pid.B/2019/PN.Tbh 
b. Bahan Hukum Sekunder , merupakan bahan hukum yang berupa 
pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang utama adalah 
buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu 
hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai 
kualifikasi tinggi.29 Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan 
pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum, makalah-
makalah dan tulisan-tulisan hukum.  
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian.Salah satu cara untuk mengumpulkan bahan 
hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen (studi 
kepustakaan). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – 
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier.30 
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1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban 
dari inti permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara: 
- Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak 
relevan guna menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.  
- Mengumpulkan materi-materi hukum dan materi-materi non hukum 
yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.  
- Melakukan pengkajian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 
materi yang telah dikumpulkan. 
- Menarik kesimpulan dalam bentuk argumen agar menjawab isu 
hukum. 
- Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 
dibangun di dalam kesimpulan.  
Langkah-Langkah Peter Mahmoud Marzouki melakukan penelitian hukum 
menggunakan penelitian regulasi untuk menganalisis bahan penelitian 
hukum.Tujuan mempelajari bahan hukum adalah untuk menemukan 
jawaban atas pertanyaan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum 
dibahas dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. 
Metode deduktif adalah metode yang diturunkan dari masalah khusus atau 
kesimpulan yang ditarik dari pembahasan masalah umum pada masalah 
khusus. 
 
1.6 Sistematika Penulisan  
 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 
disusun dalam bab-bab sebagai berikut : 
 Laporan penelitian ini diawali dengan bab I pendahuluan. Pendahuluan 
di dalam bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan yaitu dasar 





diuraikan mengenai rumusan masalah, yang di dalamnya berisi tentang hal 
yang akan dikaji di bab berikutnya. Agar penelitian ini dapat menjadi acuan 
dalam penulisannya maka dalam bab I ini tertulis tujuan penelitian. 
Kemudian ada manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan 
referensi bagi para pembaca, penegak hukum dan lainnya. Agar penelitian 
ini dapat diketahui langkah-langkahnya maka di akhir bab ini ada metode 
penelitian yang menjelaskan tentang tipe penelitian, metode penelitian, 
sumber bahan hukum dan teknik pengumpulan data. 
 Dalam Bab II akan dijelaskan mengenai tindak pidana, tindak pidana 
pembunuhan, unsur – unsur tindak pidana pembunuhan berencana, unsur – 
unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan KUHP dan hal 
lainnya tentang tindak pidana pembunuhan. Selain itu dalam bab ini juga 
akan dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana 
berdasarkan studi kasus putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh. 
 Selanjutnya di Bab III akan menjelaskan mengenai permasalahan kedua 
yaitu pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh 
tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Maka untuk menjawab 
permasalahan kedua ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana. Sebelum 
memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting 
dalam suatu persidangan, juga hakim mempertimbangkan hal-hal yang 






 Pada bab IV berisikan penutup yang didalamnya akan ditulis mengenai 
kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan yang telah dibahas di 
bab II dan bab III.Juga ada saran yang ditulis oleh penulis. Lalu dilanjutkan 
daftar pustaka, dan lampiran – lampiran yang dibutuhkan dalam penulisan 
skripsi ini, dari sinilah akan terbentuk suatu skripsi yang benar dan dapat 
bermanfaat untuk kedepannya. 
 
